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Abstract

Thisresearchstartsfromthe assumptionthat Regional Autonomy

is merely understood and viewed as domestic practice which is
% separated from the framework of national sense. The excess of
this view results in the occurrence of various problems in the
autonomous regions. Among other problems is intercultural
communication. The major conclusion of this dissertation is that
the cultural diversity is potential in arousing various problems
! in intercultural communication. This case is observable in
the communication between indigenous Minang people and
the Javanese which theoretically supports the developmental
modei of communication theory and social changes from the
perspective of community development. This model is developed
in Majid Tehranian’s and Mowlana’s Communication and
Theories of Social Change: a Communitarian Perspective in
Asian Journal of Communication 2/1 (1991) and in William
B. Gudykust ‘s and Bella Mody s A Handbook of International
and Intercultural Communication (2002).
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A. Otonomi Daerah dan berbagai masalahnya

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga
kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah.! Secara filosofis
otonomi daerah adalah “kemandirian.” Kemandirian bukan
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dalam arti membiarkan pemerintah daerah berjalan sendiri tanpa
keterikatan dengan pemerintah pusat, melainkan kemandirian
dalam makna perimbangan yang adil. Di antara tujuan otonomi
daerah adalah pemberdayaan kemampuan dan peningkatan
perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah
yang adil, mewujudkan perimbangan keuangan yang baik antara
pemeritah pusat dan daerah tanpa mengesampingkan ketmandirian
masyarakat daerah.

Pada sisi lain, otonomi daerah adalah memberikan pengakuan
terhadap komunitas lokal untuk mengekpresikan budayanya
masing-masing, sebagai basis dalam mengembangkan sistem,
kebijakan dan struktur politik di dearah masing-masing. Dalam
kosteks ini, komunitas lokal dengan karakteristik budaya yang
khas menjadi penentu segala bentuk kebijakan yang dikembangkan
oleh setiap daerah otonom. Hal ini menunjukkan, pengelolaan
masyarakat di era otonomi daerah tak bisa dilepaskan dengan
upaya untuk kembali merekonstruksikan budaya-budaya lokal
dengan menghindari segala upaya penyeragaman dari pemerintah
pusat. Dengan demikian, sekiranya kerangka pemikiran ini
diterapkan, maka masyarakat lokal akan memiliki atau tidak
terasing lagi dengan budayanya sendiri. Implikasi lebih jauh dari
itu menghasilkan beberapa hal, pertama, bagi komunitas dacrah
akan semakin merasa at home, untuk selanjutnya akan semakin
mengakui eksisensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua,
pemerintah pusat akan mengembangkan pola manajemen Indonesia
dengan sistem politik di daerah-daerah otonomi yang beragam,
sehingga ketegangan-ketegangan antara pemerintah pusat dan
daerah akan dapat dihindarkan, karena telah membuat “kontrak
sosial” berupa pengakuan atas nilai-nilai budaya lokal.!

Persoalannya, ketika suatu daerah hendak menunjukkan
identitas budayanya sebagai wujud demokratisasi, pada saat yang
sama juga muncul berbagai persoalan. Persoalan tersebut antara
lain, politik, sosial ekonomi, perimbangan keuangan pemerintah
pusat dengan daerah dan problem komunikasi antarbudaya yaitu
problem komunikasi antara penduduk asli dengan etnis pendatang
yang berdomisili di daerah yang otonom.
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Sumetera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia, dengan
sosialisasi otonomi daerah, memunculkan berbagai persoalan yang
hampir sama dengan daerah lain. Persoalan yang terkait dengan
otonomi daerah bisa saja muncul dari aspek politik, sosial ekonomi,
dan komunikasi antarbudaya di beberapa Nagari, Propinsi Sumatera
Barat. Sumatera Barat dengan sosialisasi otonomi daerah bermuara
kepada beberapa kebijakan pemerintah daerah yang sangat
berpengaruh terhadap kultur (nilai-nilai budaya), sosiokultural
(pengalaman interaksi antara anggota budaya) dan psikokultural
dalam kehidupan sosial di Sumatera Barat.

Program otonomi daerah di Sumatera diyakini dapat
mengakomodir percepatan proses demokratisasi, terwujudnya
keadilan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat, namun pada sisi
lain berhadapan dengan kenyataan belum ada kemampuan para elit
politik lokal menyampaikan pesan-pesan tersebut dalam bingkai
lintas dan antarbudaya. Melihat kecenderungan itu, tulisan ini ingin
mengambarkan catatan etnografi tentang perbedaan budaya dan
implikasinya terhadap komunikasi antarbudaya di salah satu nagari
di Sumatera Barat, yaitu Nagari Lunang. Gambaran secara umum
di wilayah ini bahwa proses pembauran atau akulturasi dalam
masyarakat yang berbeda budaya pada kenyataanya sampai saat ini
masih menghadapi hambatan komunikasi antarbudaya. Interaksi
sosial di Nagari Lunang bahwa etnisitas setiap etnis sangat kuat,
sehingga menyulitkan pembentukan nagari Lunang sebagai melting
pot atau suatu setfing sosial yang mampu menciptakan budaya baru.
Karena hal itu belum terjadi, akibatnya nilai-nilai positif dari suatu
etnis belum bisa diterima oleh kalangan etnis lain dan sebaliknya.
Sulitnya pembentukan melting pot tersebut disebabkan oleh susana
yang mindless dan tidak ramah dalam komunikasi antarbudaya.
Kondisi ini dapat dipastikan memecah belah kesatuan antaretnis
di era otonomi daerah. Oleh karena itu memerlukan perhatian atau
penanganan yang lebih serius secara konseptual, komprehensif dan
integral.
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B. Mindless dalam Komunikasi Antarbudaya di Era Otonomi
daerah.

Tulisan ini beranjak dari asumsi bahwa setiap masyarakat
majemuk akan menghadapi masalah komunikasi antarbudaya
dalam setiap konteksnya. Mengingat di Nagari Lunang belum
terdapat bangunan komunikasi antarbudaya, sementara disisi lain
terdapat tingkat heferogenitas masyarakat di era otonomi daerah.
Berdasarkan kenyataan tersebut, tulisan ini memberikan gambaran
mindless (ketidakramahan) dalam komunikasi antara etnis Minang
dan etnis Jawa di Nagari Lunang pada era otonomi Daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, hal yang menarik untuk
dicermati di wilayah ini adalah:

Pertama, perubahan . struktur dan tatanan pemerintahan
terendah, yaitu kembali ke sistem pemerintahan nagari. Kembali
ke sistem ' pemerintahan nagari dipahami oleh masyarakat
Minangkabau di wilayah ini, adalah upaya revitalisasi nilai-nilai
budaya Minangkabau.,

Ledua, konsep penghargaan terhadap pendatang, dengan
anjuran masuk suku Minangkabau. Dalam kehidupan sosial
masyarakat Minangkabau berpegang teguh dengan adat budayanya.
Salah satu tugas budaya mereka adalah memberikan penghargaan
atau memberikan status terhadap etnis lain yang berada di wilayah
nagaritertentu. Bentuk penghargaan tersebut dengan cara, agar etnis
lain bergabung ke salah satu suku di Minangkabau. Inilah persoalan
yang mengiringi polemik kembali ke nagari, salah satunya adalah
pengukuhan status transmigran (eks.Transmigran) dalam suku
Minang dan status anak laki-laki Minang yang mempunyai ibu non
Minang.!

Ketiga, penerapan filosofi adar basandi syara’, syara’ basandi
Kitabullah (ABS-SBK). Penerapan filosofi tersebut, sebenarnya
telah lama ada pada masyarakat Minangkabau,? akan tetapi dengan
otonomi daerah, penerapan filosofi ini lebih mendapat legitimasi
secara formal dan kultural.
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Pesan-pesan tentang kembali ke nagari, masuk suku dan
penerapan ABS-SBK yang disampaikan oleh etnis Minangkabau
(baik yang disampaikan oleh ninik mamak, wali nagari, maupun
antarpribadi) mendapat tanggapan yang beragamam dari etnis
lain. Mayoritas pesan-pesan tersebut mendapat respon yang
kurang baik dari etnis lain. Hal ini wajar karena secara teori
komunikasi antarbudaya bahwa pandangan dunia yang dianut etnis
tertentu, mempengaruhi cara mereka memberikan makna pesan
yang diinformasikankan oleh etnis lain.! Kenyataan yang dapat
diamati bahwa pandangan dunia, nilai-nilai dan organisasi sosial
antara masing-masing etnis berbeda, sehingga mengakibatkan
perbedaan persepsi terhadap simbol dan peristiwa sosial yang
terjadi dilingkungan mereka. Kondisi ini membuktikan bahwa
derajat perbedaan budaya berimpikasi pada komunikasi antaretnis
di wilayah ini. Impiikasi tersebut lebih mengarah kepada suasana
komunikasi yang kurang ramah (mindless) dibanding komunikasi
yang ramah (mindfulness). Secara konseptual, kondisi ini
membenarkan pendapat Gebner, yang dikutip oleh Gabriel Wiemen
bahwa: “Human beings are the only species that tell stories and
live by the stories they believe. ”? Tesis tersebut mengatakan bahwa
suasana sosial manusia terbentuk dari pesan-pesan yang selalu
mereka komunikasikan.

Dampak lain deri otonomi daerah yang mengiringi kembali
ke pemerintahan nagari, adalah anjuran masuk suku bagi seluruh
warga nagari apapun etnis dan budayanya serta penerapan falsafah
ABS-SBK. Beberapa nilai lokal, dirasakan oleh etnis Jawa
memberi peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada etnis
Minang. Kesempatan tersebut meliputi wilayah sosial, budaya
dan politik kepada “ruang asa” etnis Minang untuk mendominasi
pemerintahan nagari, yang sekaligus membatasi ruang gerak etnis
Jawa. Efek yang lebih jauh dari itu, bahwa proses komunikasi
antaretnis mengalami mindless, yang berakibat pada komunikasi
antaretnis yang tidak efektif di era otonomi daerah.

Persoalan ini timbul karena proses komunikasi antaretnis
diwarnai oleh disintegrasi sosial di antara mereka yang memiliki
latar belakang perbedaan budaya yang mengakibatkan problem
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